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ABSTRAK

Pasal 28 H ayat UUD NRI Tahun 1945 menegaskan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir-
batin dan bertempat tinggal. Kebutuhan rumah sebagai tempat tinggal merupakan tanggung
jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan perumahan
hingga saat ini belum tercukupi sehingga diperlukan adanya politik hukum penyelenggaraan
perumahan sesuai kebijakan yang diberlakukan. Penyelenggaraan perumahan dilaksanakan
oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sesuai bentuk negara Indonesia negara
kesatuan yang berbentuk Republik. Indonesia adalah negara kesatuan dengan desentralisasi
yang federalistik sebagaimana tersebut UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Melalui partisipasi masyarakat mengubah konsep
pembuatan kebijakan yang semula sentralistik ditentukan dari Pemerintah Pusat menjadi adanya
kebijakan dari bawah ke atas untuk melengkapi kebijakan dari atas ke bawah. Penyelenggaraan
perumahan untuk urusan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah terkait dengan
pelayanan dasar yaitu perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Kata Kunci : Politik Hukum, Perumahan, dan Otonomi Daerah ...

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pembangunan di Indonesia yang sedang berlangsung saat ini bertujuan
untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD
1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk
mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta
menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh
karenanya pembangunan dilaksanakan dalam segala sendi-sendi kehidupan berbangsa dan
bernegara secara berkelanjutan. Salah satu aspek yang menjadi sasaran pembangunan adalah
aspek hukum itu sendiri (Abdul Hakim, 2024).

Pembangunan hukum tersebut sangatlah dibutuhkan untuk meneruskan perjuangan
bangsa merdeka setelah terlepas dari penjajahan kolonialisme bangsa barat, serta merupakan
eksistensi sebagai negara yang berdaulat yang tentunya memerlukan kehadiran hukum nasional
yang mencerminkan nilai-nilai kultur dan budaya bangsa. Pembangunan hukum pada dasarnya
meliputi usaha mengadakan pembaruan terhadap sifat dan isi ketentuan hukum yang berlaku
dan usaha-usaha yang diarahkan bagi pembentukan hukum baru yang diperlukan dalam
pembangunan masyarakat. Seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat harus
diselaraskan dengan tujuan pembangunan hukum bagi masyarakat bersangkutan.

Kegiatan ekonomi membutuhkan peraturan-peraturan sehingga kegiatan-kegiatan
ekonomi bisa berjalan tertib, lancar dan seimbang. Peraturan-peraturan tersebut merupakan
hukum, karena secara umum hukum mempunyai tujuan untuk menciptakan keseimbangan
kepentingan, berupa kepastian hukum sehingga terwujud keadilan yang proporsional dalam
masyarakat sejahtera.

Dalam kenyataannya sampai saat ini karakteristik utama pasar di Indonesia dan
permasalahan umum pembangunan perumahan masih menjadi persoalan yang perlu
diselesaikan lebih lanjut, melalui kebijakan pengaturan dengan melibatkan peran masyarakat.
Pemenuhan kebutuhan perumahan tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui politik hukum
penyelenggaraan perumahan sesuai legal policiy atau garis kebijakan yang diberlakukan untuk
mencapai suatu tujuan. Kebijakan (public policy) biasanya dikaitkan dengan keputusan
pemerintah, karena pemerintah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk
mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum, sejalan dengan
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pengertian public itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat, atau
umum (Said Zainal, 2022).

M. Irfan Islamy mengemukakan kebijaksanaan negara menurut konsep demokrasi
modern yaitu : “Kebijaksanaan negara menurut konsep demokrasi modern, kebijaksanaan
negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat,
tetapi opini publik (public opinion) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan
(tercermin) dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan negara. Setiap kebijaksanaan negara harus
selalu berorientasi pada kepentingan publik (public interest)”.

Politik hukum penyelenggaraan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah
sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan
sosial (Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Kebijakan penyelenggaraan rumah dan
perumahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai bentuk negara
Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945).

Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan (unitary state). Kekuasaan
asal berada di pemerintah pusat, namun kewenangan (authorithy) pemerintah pusat ditentukan
batas-batasnya dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, sedangkan kewenangan
yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang ditentukan sebagai
kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah (M.irpan, 2023).

Pembangunan perumahan di daerah Kota Depok antara lain dengan melibatkan peran
masysrakat, berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Sinergitas
Perencanaan Partisipatif Pembangunan (Sapa Saba), Pasal 3 huruf D menyatakan “Sapa Saba
bertujuan untuk meningkatkan keterlibtan serta penguatan kapasitas masyarakat, terutama
kelompok marjinal dalam pengelolaan pembangunan partisipatif daerah”. Pasal 6 ayat (1)
menyatakan “Sapa Saba dilakukan melalui pendekatan : Pemberdayaan masyarakat, partisipatif,
dialogis, komunikatif, advokasi dan persuasif’. Hal tersebut dapat mengubah konsep pembuatan
kebijakan, peraturan, dan program pemerintah daerah, yang semula sentralistik ditentukan dari
atas menjadi adanya kebijakan dari bawah keatas untuk melengkapi kebijakan dari atas kebawah
tersebu.

Pengertian konstruksi (construction) dalam terminologi hukum diartikan sebagai
ketetapan pemikiran. Pengertian otonomi daerah dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014, adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konstruksi otonomi daerah dimaksudkan sebagai
ketetapan pemikiran tentang hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam NKRI.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana
politik hukum penyelenggaraan perumahan di Indonesia dalam hukum positif sesuai Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011? Bagaimana politik
hukum penyelenggaraan perumahan dimasa mendatang sesuai Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20117

METODELOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau sering
disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Fokus utama dari penelitian ini adalah meneliti bahan
pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan
penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti (Solikin, 2021: 42). Hukum dalam penelitian ini dipandang sebagai
suatu sistem norma yang utuh, mencakup seperangkat asas, norma, dan aturan hukum tertulis
(Satory dkk., 2024: 11). Metode ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang tertuang
dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum (Satory dkk.,
2024: 76). Pemahaman mendalam tentang metode ini sangat penting karena menjadi dasar
dalam pembentukan argumentasi hukum serta proses penegakan hukum (Satory dkk., 2024: 76).
Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis.
Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat
mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena hukum yang diteliti (Satory dkk., 2024:
125).Pendekatan Penelitian Peneliti menggunakan dua pendekatan utama dalam penelitian
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hukum normatif ini: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), dilakukan dengan
menelaah dan menganalisis semua regulasi yang memiliki kekuatan mengikat secara formal
terkait perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi digital (Hardianto dkk., 2025: 31).
Pendekatan Kasus (Case Approach), difokuskan pada analisis terhadap ratio decidendi atau
pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai. Pada metode penelitian ini,
peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan (normatif atau empiris), metode pendekatan
(perundang-undangan, kasus, perbandingan, historis, dan lainnya) sumber data ( data primer,
data sekunder), cara pengambilan data, lokasi dan waktu penelitian, alasan pemilihan lokasi
penelitian, dan juga memberikan teknik analisis data.

PEMBAHASAN

POLITIK HUKUM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DALAM KONSTRUKSI KEBIJAKAN
OTONOMI DAERAH SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011.

Politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh
Pemerintah Indonesia yang meliputi : Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan
dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; Kedua,
pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan
pembinaan para penegak hukum. Politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan
hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.
Hukum sebagai alat sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan
langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna
mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.(Mahfud MD, 2022)

Berdasarkan hal tersebut maka politik hukum perumahan dimaksudkan sebagai garis
kebijakan (legal policy) resmi tentang norma, kaedah, dan aturan hukum yang mengatur tentang
penyelenggaraan perumahan untuk diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara sesuai
dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan identifikasi fakta hukum
ditemukan asas hukum konstitusi/UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) menegaskan “Setiap
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, tetapi fakta yang
ada kebutuhan perumahan bagi masyarakat Indonesia saat ini belum tercukupi.

Berdasarkan identifikasi fakta hukum ditemukan dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2011, menyatakan “Penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran
masyarakat”, tetapi saat ini kelompok masyarakat berpenghasilan rendah belum maksimal
berkonstribusi untuk memenuhi kekurangan kebutuhan rumah di Indonesia. Kelompok
masyarakat tersebut dapat mengubah konsep pembuatan kebijakan, pengaturan, dan program
pemerintah yang semula sentralistik ditentukan dari atas (top down), menjadi adanya kebijakan
dari bawah ke atas (bottom up) untuk melengkapi kebijakan dari atas kebawah.

Konsep Hukum tentang peran masyarakat tersebut, sejalan dengan konsep Friedrich Carl
von Savigny yang menyatakan : “Hukum tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama
masyarakat. Oleh karena itu masing-masing bangsa memiliki jiwa (volksgeist) yang berbeda,
sehingga hukum masing-masing bangsa juga berbeda. Implikasinya, tidak ada hukum yang
berlaku secara universal dan substansi hukum sangat ditentukan oleh pergaulan hidup dan
pergeseran tata nilai yang ada di masyarakat. Hukum merupakan representasi kesadaran hukum
masyarakat (volksgeist). Hukum sejatinya berasal dari adat istiadat, sejumlah keyakinan atau
kepercayaan, dan bukan berasal dari pembuat undang-undang (Zaenal Askin, 2022)

Secara umum berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku saat ini ditemukan fakta Indonesia menganut dan melaksanakan negara kesatuan
dengan desentralisasi yang federalistik. Norma hukum yang menentukan Indonesia sebagai
negara kesatuan dengan desentralisasi yang federalistik ditemukan dari ketentuan Pasal 18 ayat
(2) dan ayat (5), Pasal 18 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, juncto Pasal 2 ayat (2), dan ayat (8),
Pasal 10 ayat (2), serta Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut Pasal
237 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan “Semua ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah otonom wajib
mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada undang-undang ini". Penjelasan Pasal
237 menentukan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan
tersebut antara lain peraturan perundang-undangan sektoral. Peraturan perundang-undangan
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sektoral dalam penyelenggaraan perumahan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang
wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Politik Hukum Penyelenggaraan Perumahan Dimasa Mendatang, Negara kesatuan
dengan desentralisasi yang proporsional, dapat memperkuat asas checks and balances.
Pengertian checks yaitu pengontrolan yang satu dengan yang lain, agar suatu pemegang
kekuasaan tidak berbuat sebebas-bebasnya yang dapat menimbulkan kesewenangan-
kesewenangan, sedangkan balances berarti suatu keseimbangan kekuasaan agar masing-
masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat (konsentrasi kekuasaan) pada
kekuasaan tertentu, sehingga dapat tercipta kestabilan pemerintahan dalam negara atau tidak
terjadi pencampuran antar kekuasaan dan kesewenangan terhadap kekuasaan. (Faillurahman.
2021)

Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan perumahan yang mengatur partisipasi
masyarakat diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang menentukan
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan melibatkan peran
masyarakat. Peran masyarakat dilakukan dengan memberikan masukan: a. penyusunan rencana
pembangunan; b. pelaksanaan pembangunan; c. Pemanfaatan; d. pemeliharaan dan perbaikan;
dan/atau e. pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Peran
masyarakat tersebut dilakukan dengan membentuk forum pengembangan perumahan dan
kawasan permukiman.

Penyelenggaraan perumahan dengan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan
perumahan dapat menggunakan model konsep Community Based Development (CBD). Konsep
CBD sebagai dasar filosofis untuk mendudukkan masyarakat (society) tidak saja sebagai obyek
tetapi juga sebagai subyek penyelenggaraan perumahan. Dasar filosofis tersebut menekankan
pentingnya partisipasi masyarakat baik pada proses perumusan program pembangunan
perumahan, maupun pada tahap implementasinya. Pertimbangan akademis pentingnya
partisipasi masyarakat tersebut yaitu hanya dengan mendudukkan masyarakat sebagai subyek
maka dapat tercipta development for society (pembangunan untuk masyarakat). Sebaliknya jika
masyarakat hanya difungsikan sebagai obyek pembangunan, maka hasil akhir yang akan
diperoleh adalah society for development (masyarakat untuk pembangunan).

Menganalisis pembangunan hukum bagi masyarakat, tidak terlepas dengan sociological
Jurisprudence, sebagai cabang dari ilmu hukum menurut teori Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound,
serta Mochtar Kusumaatmadja, Satjipto Rahardjo, Romli Atmasasmita dalam konsep-konsep
hukum pembangunan pada fungsi hukum sebagai rekayasa sosial. Sociological jurisprudence
pemikiran Eugen Ehrlich, yaitu perkembangan hukum tidak terdapat pada undang-undang, ilmu
hukum ataupun putusan-putusan pengadilan, melainkan dalam masyarakat itu sendiri (/iving law).
Menurut konsep Roscoe Pound yaitu law as a tool of social engineering dalam pokok pikirannya
antara lain mengemukakan tugas pokok dari hukum adalah memajukan kepentingan umum dan
hukum harus berperan dalam menyinergikan antara kepentingan pribadi dan kepentingan
masyarakat berdasarkan rasa keadilan rakyat, dua fungsi utama hukum adalah sebagai kontrol
sosial dan alat rekayasa sosial.

Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadija, merupakan inti ajaran atau prinsip
: semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum
berfungsi agar dapat menjamin perubahan tesebut terjadi dengan cara yang teratur. Baik
perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal masyarakat yang
sedang membangun. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban
melalui kepastian hukum, dan hukum juga sebagai akidah sosial harus dapat mengatur,
membantu, proses perubahan dalam masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka
politik hukum penyelenggaraan perumahan dimasa mendatang, penyelenggaraan perumahan
dilaksanakan oleh masyarakat, tidak tergantung pada pemerintah sehingga pemerintah berfungsi
sebagai fasilitator. Pemerintah berperan sebagai penyusun kebijakan melalui pengaturan dan
pengawasan secara makro, sedangkan Pemerintah Daerah berperan pada pengaturan dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan pembangunan perumahan.

KESIMPULAN

Politik Hukum Penyelenggaraan Perumahan di Indonesia Dalam Hukum Positif Sesuai
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ; berdasarkan
peraturan perundang-undangan menganut negara kesatuan dengan desentralisasi yang
federalistik, penyelenggaraan perumahan sebagai perwujudan hak asasi manusia merupakan
proteksi konstitusi, pelibatan peran masyarakat mengurangi kecenderungan Top Down. Tugas
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dan wewenang Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan
perumahan berdasarkan delegasian urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar berupa
urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai undang-undang sektoral.
Penyelenggaraan perumahan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok dilakasanakan untuk
meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, mewujudkan rumah
dan permukiman layak huni, untuk mengurangi terjadinya kawasan permukiman kumubh.

Politik Hukum Penyelenggaraan Perumahan Dimasa Mendatang ; menganut dan
melaksanakan negara kesatuan dengan desentralisai yang proporsional, kekuasaan yang
seimbang antara asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi, berdasarkan perpaduan
kepentingan masyarakat dan negara dengan menggunakan model Community Based
Development (CBD) yang berbasis pada prakarsa lembaga komunitas masyarakat. Selanjutnya
melibatkan partisipasi politik secara langsung atau tidak langsung, mendasarkan pada pokok
pikiran hukum harus menunjang kebutuhan masyarakat, hukum berfungsi sebagai a tool of social
engineering sarana untuk menjaga korelasi yang serasi antara hukum dan pembangunan.
Penyelenggaraan perumahan dimasa mendatang untuk Daerah Kota Depok dalam memenuhi
kebutuhan perumahan dengan peningkatan prakarsa komunitas masyarakat melalui sinergitas
perencanaan partisipatif pembangunan perumahan.

SARAN

Politik Hukum Penyelenggaraan Perumahan di Indonesia Dalam Hukum Positif ;
disarankan negara kesatuan dengan desentralisasi yang federalistik untuk dikaji ulang oleh
pembentuk peraturan perundang-undangan, dan tidak ada kebijakan dalam bentuk peraturan
perundang-undangan apapun bertentangan dengan ketentuan konstitusional hak asasi
bertempat tinggal, serta meningkatkan peran masyarakat dengan menerapkan konsep
implementasi Community Based Development (CBD) bertujuan untuk membangun, mewujudkan
dan melembagakan pembangunan perumahan yang berbasis pada komunitas masyarakat yang
handal, selanjutnya pembagian urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar perumahan,
disarankan agar Pemerintah menuntaskan Norma Standar Pedoman dan Kriteria untuk
mengurangi kendala daerah merealisasikan wewenangnya.

Politik Hukum Penyelenggaraan Perumahan Dimasa Mendatang ; disarankan sebagai
negara kesatuan dengan desentralisasi yang proporsional dijadikan dasar pertimbangan dalam
penetapan kebijakan, partisipasi masyarakat melalui CBD diaktifkan agar produk kebijakan dan
peraturan perundang-undangan yang dihasilkan berkarakter responsif dan partisipatif,
kehidupan politik gagasan dan kekuatan diarahkan untuk menunjang usaha-usaha
penyelenggaraan perumahan. Selanjutnya disarankan juga agar teori hukum pembangunan
Mochtar Kusumaatmadja (sistem norma), teori hukum progresif Satjipto Rahardjo (sistem
perilaku), dan teori hukum integratif Romli Atmasasmita (sistem nilai) dapat dijadikan rujukan
untuk menyusun prediksi arah pembaharuan hukum penyelenggaraan perumahan dimasa
mendatang,
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